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PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap . Ir. GAZALI ARIEF, MBA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /03 April 1967;
4. Jenis kelamin . Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mulya Regency Nomor 3 Kel.
Kadilangu
Kec. Baki RT/RW 01/01 Kab. Sukoharjo Provinsi
Jawa Tengah,;
7. Agama . Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Dirut PT. Perkebunan Sumatera
Utara,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik Koneksitas sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan

tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Koneksitas sejak tanggal

24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak

tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Koneksitas sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai

dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak

tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21

Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari

2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan

sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan,

sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Ardi, S.H., Fajar
Wisnu Brata, S.H., Faisal, SH., Ronald A. Supranto Siagian, S.H. dan Alif
Muhammad Ardani, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor Ardi & Partners, beralamat di The Mansion Bougenville Gloria, Tower
Fontana, Lt. 29M1, JI. Trambesi, Pedamangan Timur, Pedemangan, Kota
Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Januari 2024,
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

15/KMA/SK.HK?2.2/1/2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa dan Mengadili
Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Eradikasi Lahan
Perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten
Batu Bara Tahun 2019-2020, tanggal 16 Januari 2024 jo Surat Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor B-189/A/PMjm/12/2023, tanggal 29 Desember

2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Mdn, tanggal 23  Januari 2024 jo Nomor 4/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Mdn, tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal

24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum

Koneksitas;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum Koneksitas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA terbukti bersalah
melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal
18 ayat (2) dan (3) Undang — Undang Rl No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-le jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu dakwaan Primair
kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA berupa
pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar setelah putusan pengadilan yang memperoleh
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kekuatan hokum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara
(PERSERODA) Nomor: 20/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 24 Agustus

2021.
2) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara

(PERSERODA) Nomor: 22/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 02 September

2021.
3) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara

(PERSERODA) Nomor: 28/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 17 September

2021.
4) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara

(PERSERODA) Nomor: 27/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020.
5) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara

(PERSERODA) Nomor: 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September

20109.
6) Surat PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 949/DIR-Dk/PT-

PSU/2020 tanggal 06 Agustus 2020.
7) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara

(PERSERODA) Nomor: 29/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 12 Agustus

2020.
8)  Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19

tanggal 11 Juli 2019.
9) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 424/DIR-RU/SPK-PT-

PSU/2020 tanggal 16 April 2020.
10) Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor. 424/DIR-RU/SPK/PT-

PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020.
11) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 708/SIR-RU/SPK/PT-

PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020.
12) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor. 752/DIR-RU/SPK/PT-

PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020.
13) Fotocopy Legalisir Akta Notaris No. 08 Tanggal 28 Juni 2019 oleh

Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH tentang Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan PT Perkebunan Sumatera Utara.
14) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 19 Juli

2019.
15) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 29 Juli
20109.
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16) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan
Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 30 Juli

20109.
17) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 01

Agustus 2019.
18) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28

Agustus 2019.
19) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 09

September 2019.
20) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 200.004.000,- tanggal 24

September 2019.
21) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 10

Januari 2020.
22) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13

Januari 2020.
23) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 120.000.000,- tanggal 17

Januari 2020.
24) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 21

Januari 2020.
25) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04

Februari 2020.
26) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13

Februari 2020.
27) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 18

Februari 2020.
28) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan

Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 06

Maret 2020.
29) Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran PT Perkebunan

Sumatera Utara Tahun 2019.
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30) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 98

Tanggal 29 Agustus 2005 oleh Notaris Faridah Hanum, SH.
31) Fotocopy Legalisir Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum

Luar Biasa Pemegang Saham PT Perkebunan Sumatera Utara No.10

Tanggal 26 November 2008.
32) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Penjualan Pokok Karet Tua

di Kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara.
33) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balaikota Nomor

Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara

periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
34) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balaikota Nomor

Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara

periode Januari 2019 s/d Desember 2019.
35) Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT Perkebunan Sumatera Utara Akte Notaris RISNA RAHMI

ARIFA, SH Nomor: 03 Tanggal 07 Mei 2019.
36) Asli Surat Nomor: 736/DIR-RU/PT-PSU/20 Tanggal 03 Juli 2020

Perihal Persetujuan pengalihan pekerjaan Perjanjian Kerjasama.
37) Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R.l Nomor: C-14712 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 18 Mei 2006
tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
38) Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R.I Nomor: AHU-95405.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 11
Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
39) Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Nomor: 522
Tanggal 21 September 2021 Akta Notaris MUHAMMAD DODI

BUDIANTORO, S.H.
40) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Lapangan Merdeka

Nomor Rekening 106-00-1186450-4 an: Helena Pryadina Hutauruk

periode Januari 2020 s/d November 2020.
41) Uang sebesar Rp.24.210.258,- (dua puluh empat juta dua ratus

sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

42) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

43) Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

44) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian PT Kartika Berkah Bersama

No.19 Tanggal 25 Juni 2020 oleh Notaris Laila Hayati Aulia, SH, M.Kn.
45) 1 (satu) set fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera

Utara Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11
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Desember 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi dengan memutuskan memberikan Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan

Veteran.
46) Surat Bukti Transfer Mandiri Online yang dilegalisir dari rekening

atas nama EMMI LIANA No. Rek. 1050005757939 ke rekening atas
nama SAHAT TUA BATE'E No Rek. 1050000534911

- tanggal 08 Januari 2021 pada pukul 12.56.50 Wib sebesar Rp.

10.000.000,00

- tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 14.58.02 Wib sebesar Rp.

15.000.000,00

- tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 09.54.22 Wib sebesar Rp.

25.000.000,00

- tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 19.40.46 Wib sebesar Rp.

5.000.000,00
47) Fotocopy Legalisir Slip Pengiriman Uang dari Emmi Liana ke
Sahat Tua Bate’e tanggal 19 Februari 2021 WIB sebesar Rp.
50.000.000,00
48) Surat Rekening Koran Asli atas nama Suryo Suprapto No Rek.
10500021046689 dari bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020
49) Surat Bukti Kas Keluar Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan
yang dilegalisir kepada Kapten Inf Sahat Tua Bate'e

- tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00

- tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 70.000.000,00

- tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 130.000.000,00

- Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00

- tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 35.000.000,00

- tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 65.000.000,00

- tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00

- tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00

- tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 160.000.000,00
50) Surat Bukti Kas Masuk Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan
yang dilegalisir kepada Mayor Inf Sahat Tua Bate'e

- tanggal 09 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00

- tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 56.440.000,00

- tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00
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- tanggal 04 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00

- tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00

- tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp. 40.000.000,00

- tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 45.600.000,00

- tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 110.000.000,00

- tanggal 08 Maret 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00

- tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00

- tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 77.960.000,00
51) Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprapto kepada Sahat
Tua Bate'e

- Tanggal 16 oktober 2018 sebesar Rp. 122.000.000,00

- Tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00

- Tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00

- Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00

- Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 140.000.000,00

- Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00

- Tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 180.000.000,00
52) Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprapto kepada Murni
STG Tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000,00
53) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1
Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
54) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 18
Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
55) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25
Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
56) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30
Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
57) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1
Agustus 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
58) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20
Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop
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Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima
juta rupiah).

59) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30
Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop
Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima
juta rupiah).

60) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 07
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
61) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 10
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
62) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 13
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

63) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 15
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

64) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

65) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

66) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 29
Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

67) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 08
Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

68) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12
Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

69) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 17
Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
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70) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24
Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
71) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25
Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
72) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 28
Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
73) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 04
Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
74) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 05
Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
75) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12
Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad
Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
76) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-
14387023 an: Safriani Chaniago periode 24 Februari 2020 sampai
dengan periode 31 Desember 2020.
77) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-
14387023 an: Safriani Chaniago periode 02 Januari 2021 sampai
dengan periode 31 Desember 2021.
78) Print Foto WhatsApp Bukti pengiriman uang ke Sahat Tua Bate'e
dan Febrian Morisdiak Bate’e.
79) Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcaddam I/ Bukit Barisan Nomor: 28/V1/2020 tanggal 26 Juni
2020 Hal Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan.
80) Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara
(PERSERODA) Nomor: 1557/DIR-RU/PT-PSU/20  tanggal 30
September 2020 Perihal Penghentian Pekerjaan.
Digunakan dalam Berkas Perkara Febrian Morisdiak Bate’e dan Sahat Tua
Bate'e;
4. Menetapkan agar terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA membayar biaya
perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
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Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim
Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan rencana Kerja PT Perkebunan Sumatera
Utara melakukan Konversi tanaman karet tua menjadi tanaman kelapa sawit
dan melakukan penanaman ulang (Replanting) tanaman kelapa sawit di
areal yang sudah terkontaminasi inokulum Ganoderma, diperlukan
pekerjaan pembersihan (sanitasi) lahan dari inokulum Ganoderma dengan
teknik/metode eradikasi, atau dengan kata lain eradikasi merupakan bagian
dari pekerjaan replanting di lahan/areal yang telah terkontaminasi inokulum
Ganoderma;
2. Bahwa selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara perbuatan
Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., melakukan kerja sama dan
menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Primer Koperasi
Kartika Karyawan dan Veteran Babiminvitcaddam I/BB dan dengan PT
Kartika Berkah Bersama sebagaimana yang dimaksud Poin 19 di atas,
Bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk formil
(Formale Wederrechtlijkheid), karena perjanjian kerja yang dibuat
ditandatangani Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., adalah untuk pekerjaan
pembuatan parit batas, membongkar tunggul, dan eradikasi pembersihan
lahan dari inokulum Ganoderma dengan total luas areal seluas 281,61
hektar agar rencana kerja PT Perkebunan Sumatera Utara, dan pekerjaan
tersebut bukan merupakan pekerjaan yang jangka waktu penyelesaiannya
melebihi dari 5 Tahun, karena secara teknis pekerjaan dengan luasan
281,61 hektar harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama selama 1
(satu) tahun, sehingga pekerjaan tersebut tidak memerlukan persetujuan
dari Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (5) huruf e
Anggara Dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara No. 10, tanggal 26
Nopember 2008;
3. Bahwa kebijakan Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., melakukan
pembersihan/sanitasi lahan Kebun Tanjung Kasau dengan teknik/metode
eradikasi merupakan kebijakan dan wewenang Terdakwa Ir. Gazali Arief,
MBA., selaku Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
sebagaimana mana yang dimaksud Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 92 ayat (1)
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
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4. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Gazali Arief MBA, yang meminta
Terdakwa Letkol. Inf. Pur. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi
Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB, untuk
membersihkan lahan Kebun Tanjung Kasau yang akan dilakukan Konversi
dan penanaman ulang (Replanting) tanaman kelapa sawit, dengan
mengangkut semua limbah (disposal) tanah hasil eradikasi dari lahan yang
akan dilakukan Konversi dan penanaman ulang (Replanting), bukanlah
merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah hasil dari pekerjaan
eradikasi secara ilmu penyakit tumbuhan (Fitopatologi) adalah limbah
(disposal) yang mengandung inokulum ganoderma yang harus
dimusnahkan dari areal yang akan dilakukan Konversi dan Replanting,
sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2019,
tentang Sistim Budi Daya Pertanian yang Berkelanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Tim Penasehat
Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar
putusan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., demi hukum (vrijspraak);
- Memberikan rehabilitasi (pemulihan nama baik) atas diri Terdakwa Ir.
Gazali Arief, MBA., dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya semula,
sebagai konsekuensi logis dari kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan
hukum.
Atau:
Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang
menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (Ex Aequo
Et Bono, Goede Recht Doen).

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum Koneksitas

terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Koneksitas yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum Koneksitas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT
Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan Akte Notaris nomor : 3 tanggal 7 Mei

2019 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH yang beralamat di Jalan Ramlan
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Yatim Nomor 1 Medan bersama — sama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E serta saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E (masing-masing
disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juli tahun 2019
sampai dengan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam waktu pada
tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di lahan HGU Perkebunan
PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas | A Khusus
Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU Rl No.46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011
tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan) jo
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
15/KMA/SK.HK?2.2/1/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Untuk
Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan
Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau
Kabupaten Batubara tahun 2019-2020, baik sebagai pelaku, yang menyuruh
melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara dengan perbarengan
beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara adalah perusahaan yang berbentuk
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
yang didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 98 tanggal 29 Agustus 2005
oleh Notaris Faridah Hanum, SH dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-14712HT.0101TH
2006 tanggal 18 Mei 2006.

Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku
Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara setelah ditetapkan sebagai
Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara berkenalan dengan saksi Letkol Inf
Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan
Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan, dimana saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E dilokasi yang tidak jauh dari HGU PT Perkebunan
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Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau memiliki quarry (lahan galian
pertambangan) sesuai dengan lIzin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor:
540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/X11/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang mana Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
adalah berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador
Kec. Sei Suka Kab. Batubara Prov. Sumut. Dari pertemuan tersebut, terdakwa
Ir. GAZALI ARIEF, MBA membuat kesepakatan dengan saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E berupa perjanjian untuk mengerjakan pembersihan lahan
bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara
Unit Kebun Tanjung Kasau. Lalu pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA bersama saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku
Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam |
— Bukit Barisan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No0.920/Dir-
RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 dimana dalam perjanjian tersebut
saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E mengerjakan pembersihan lahan
bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara
Unit Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara Provinsi
Sumatera Utara dengan luas + 60 Ha dengan rincian pekerjaan “Mencabut
tunggul batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan
ukuran 4 X 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman
masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk
membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah
dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah
bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata”.

Bahwa meskipun kegiatan sesuai dengan perjanjian adalah Mencabut tunggul
batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 X 3
meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat,
meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat
tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan
tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah
bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata,
akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E atas sepengetahuan dan permintaan dari terdakwa Ir. GAZALI ARIEF,
MBA untuk dilakukan pengerukan tanah yang ada dilahan HGU PT
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Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau sebagai kegiatan
eradikasi untuk membasmi hama Genodarma yang menyerang pokok kelapa
sawit. Dalam pengerukan tanah tersebut saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E mengajak saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E, dimana peran dari
saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku direktur PT Kartika Berkah
Bersama menyediakan peralatan alat berat yang merupakan milik dari saksi
FEBRIAN MORISDIAK BATE’E berupa excavator sebanyak dua unit dan ikut
menjual tanah yang dikeruk tersebut. Bahwa disamping pekerjaan
sebagaimana dalam kontrak saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E
bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E atas kesepakatan dengan
terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA juga melakukan kegiatan eradikasi dengan
cara tanah yang ada dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun
Tanjung Kasau yang dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dijual untuk dijadikan
tanah timbun dalam rangka pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-
Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dengan cara saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E menjual kepada
pihak yang membangun jalan tol yaitu PT PP Presisi, PT Hutama Karya dan PT
Waskita melalui vendor-vendor. Untuk memenuhi persyaratan sebagai pemilik
quarry, saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer
Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit
Barisan menggunakan lIzin Usaha Pertambangan (IlUP) Nomor: 540/1755/DIS
PM PPTSP/5/X.1.b/XI11/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang tidak sesuai
dengan lokasi yang diberikan Izin Usaha Pertambangan dimaksud. Dimana lzin
Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XI1l/
2018 tanggal 11 Desember 2018 berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga
Planggiran Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara jadi bukan dilahan PT
Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau Batubara. Sehingga
kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dilahan HGU
Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tidak
memiliki izin usaha pertambangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1
Pebruari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara yang menyebutkan “Usaha pertambangan dilakukan
berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK”.
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Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU perkebunan PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau di ketahui oleh terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA
dan atas permintaan dari terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA untuk dilakukan
kegiatan eradikasi yaitu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme
pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya
organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu, padahal belum ada
dilakukan penelitian apakah benar dilahan PT Perkebunan Sumatera Utara
kebun Tanjung Kasau ada hama ganoderma sehingga perlu tindakan eradikasi.
Terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA juga memerintahkan manejer kebun PT
Perkebunan Sumatera utara di kebun Tanjung Kasau vyaitu saksi ARIF
DERMAWAN untuk tidak melarang saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E
bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E melakukan kegiatan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun
Tanjung Kasau, karena menurut terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA pengerukan
tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau
adalah bagian dari kegiatan eradikasi.

Bahwa meskipun pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E ,
saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E bersama dengan terdakwa Ir. GAZALI
ARIEF, MBA untuk alasan kegiatan eradikasi, akan tetapi kegiatan yang
dilakukan adalah pengerukan tanah yang ternyata menjadi kegiatan merusak
lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau dan
kegiatan tersebut juga tidak ada izin sebab dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan tahun 2019 yang dinotarialkan dalam Akte Notaris nomor: 8
tanggal 28 Juni 2019 tidak ada kegiatan eradikasi. Kemudian kegiatan eradikasi
tersebut juga tidak mendapat persetujuan dari Komisaris sebagaimana diatur
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Anggaran
Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan akte notaris Alina Hanum
Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2008 pasal 11 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar
tentang kewajiban harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris apabila
ada kerjasama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa, kerja operasi dan
perjanjian-perjanjian lain untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun.

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun
Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E, saksi FEBRIAN
MORISDIAK BATE’E bersama dengan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA untuk

alasan kegiatan eradikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pemegang
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saham dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara, sehingga ketika Wakil
Gubernur Sumatera Utara melakukan kunjungan sekira bulan September 2019
ke kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara melihat kondisi lahan
dikeruk yang mengakibatkan tanah menjadi rusak, sehingga secara lisan wakil
Gubernur Sumatera Utara saksi Musa Rajekshah memerintahkan terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA untuk menghentikan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa atas perintah lisan dari Wakil Gubernur saksi Musa Rajekshah secara
lisan lalu terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA melalui Surat Nomor 1360/DIR-
RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 meminta kepada Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E, selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan yang menandatangani Surat
Perjanjian Kerja (SPK) N0.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019
untuk menghentikan kegiatan dan tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa meski telah dihentikan akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019,
terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA kembali menyurati dengan surat Nomor
1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan yang menandatangani Surat
Perjanjian Kerja (SPK) N0.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019
untuk melanjutkan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa benar kemudian saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama
dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E kembali melanjutkan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara yang dijual
untuk dijadikan tanah timbun dalam pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran,
Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung.

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No0.920/Dir-RU/SKP/PT-
PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 lokasi pengerukan tanah yang dijadikann
kegiatan eradiakasi di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun
Tanjung Kasau yang dilakukan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E
bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E atas seizin dari terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA adalah sebagai berikut :

Luas kegiatan Rata-rata Volume Toleransi Volume tanah
Blok eradikasi Tinggi tanah kehilangan yang hilang
Ha Meter (meter) (m3) (%) (M3)
24 21,18 | 211.800 1,36 287.107 0% 287.107
14 17,00 | 170.000 1,79 304.300 0% 304.300
24 1,00 10.000 3,562 35.233 25% 26.425
20 3,50 35.000 1,40 49.000 0% 49.000
20 5,50 55.000 1,40 77.000 0% 77.000
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| TOTAL | 743832 |

Bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-
PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 tidak ada kesepakatan antara Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E dengan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA terhadap
tanah yang dikeruk dan dijual untuk proyek pembangunan jalan tol Tebing —
Indra Pura, jalan tol Indra Pura — Kuala Tanjung dan jalan tol Indra Pura —
Kisaran oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E atas permintaan dari
terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA yang kemudian oleh saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E di setorkan ke Kas/ Rekening PT Perkebunan Sumatera
Utara sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat

ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO. Tangg:ln;enma Jumlah uang Keterangan
1. 19 Juli 2019 Rp. 350.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 50.000 m3 X
Rp.7.000 m3
2. 29 Juli 2019 Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7.000 m3
3. 30 Juli 2019 Rp. 140.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 20.000 m3 X Rp.
7.000 m3
4. 01 Agustus 2019  Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7.000 M3
5. 28 Agustus 2019  [Rp. 100.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 14.285,71 m3 X
Rp. 7000 m3
6. 09 September Rp. 140.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
2019 dengan volume 20.000 m3 X Rp.
7000 m3
7. 24 September Rp. 200.004.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
2019 dengan volume 28.572 m3 X Rp.
7000 m3
8. 10 Januari 2020 1. Rp. Disposal lahan kebun TJ Kasau
50.000.000,- dengan volume 10.000 m3 X Rp.
2. Rp. 7000 m3
20.000.000,-
9. 13 Januari 2020 Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7000 m3
10. | 17 Januari 2020 Rp. 120.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 17.142,85 m3 X
Rp. 7000 m3
11. | 21 Januari 2020 Rp 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7000 m3
12. | 04 Februari 2020 |Rp. 100.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 14.285,71 m3 X
Rp. 7000 m3
13. 13 Februari 2020  |Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
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dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7000 m3
15. | 18 Februari 2020 1. Rp. Disposal lahan kebun TJ Kasau
50.000.000,- dengan volume 10.000 m3 X Rp.
2. Rp. 7000 m3
20.000.000,-
16. | 06 Maret 2020 1. Rp. Disposal lahan kebun TJ Kasau
50.000.000,- dengan volume 10.000 m3 X Rp.
2. Rp. 7000 m3
20.000.000,-
RP. 1.710.004.000,-
jumlah (Satu  miliar  tujuh | Disposal lahan kebun TJ Kasau
ratus sepuluh juta | dengan volume 244.286,27 m3
empat ribu rupiah)

Bahwa sekira bulan April Tahun 2020 terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku
direktur PT Perkebunan Sumatera Utara kembali mengadakan kesepakatan
dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer
Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit
Barisan untuk lelang Penjualan Pohon Karet Tua dilahan HGU PT Perkebunan
Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau dan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA
menunjuk saksi Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate’e selaku Ketua Primkop Kartika
Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan) dan
selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. GAZALI
ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan
saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi
Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan.
Sebagaimana isi dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 16 April 2020 adalah  saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua
Bate’e  mengambil dan membeli Pohon Karet Tua Divisi TB Tahun Tanam 1999
seluas 76,00 Ha di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung
Kasau dengan Jumlah Pohon Karet Besar 18.622 pohon, Pohon Karet Kecil
292 pohon dan Pohon Karet Kerdil 12 pohon, selanjutnya Surat Perjanjian
Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020
diaddendum pada tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor surat perjanjian yang
sama Yyaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /
2020 Tanggal 20 Mei 2020 dengan perubahan isi perjanjian diambil dan dibeli
oleh Pihak Il seluas 96,90 ha terletak di Divisi TB Tahun 1999 seluas 95 Ha dan
Devisi TK Tahun Tanam 1996 seluas 1,9 Ha di Kebun Tanjung Kasau
Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara dengan rincian Pohon Karet Besar
25.474 pohon, Pohon Karet Kecil 470 pohon dan Pohon Karet Kerdil 21 pohon.
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Bahwa meskipun pekerjaan adalah penjualan pohon karet tua sebagaimana
Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April
2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :
424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020, kegiatan pengerukan
tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang
dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama dengan
saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dengan dalih eradikasi tetap dilakukan
dengan persetujuan dari terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA, padahal tanah yang
dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama
dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dijual kepada pihak pengelola
pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala
Tanjung yaitu PT PP Presisi, PT Waskita dan PT Hutama Karya melalui vendor-
vendor.

Bahwa volume tanah yang dikeruk dan dijual oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E bersama dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dengan
dalih eradikasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-
RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum
dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020
Tanggal 20 Mei 2020 rinciannya adalah sebagai berikut :

K Lu_as Rata-rata | Volume Toleransi Volume Tanah
egiatan - - . .
Blok - a Tinggi Tanah Kehilangan yang Hilang
Eradilgsi (Meter) (M3) (%) (M3)
Ha Meter 0
25-26 | 6,29 | 62.932 1,78 111.767 0% 111.767
25-26 | 1,14 | 11.400 1,69 19.266 0% 19.266
25-26 | 1,43 | 14.336 1,57 22.441 0% 22.441
20 5,00 | 50.000 1,40 70.000 0% 70.000
19 4,50 | 45.000 1,40 63.000 0% 63.000
TOTAL 286.475

Bahwa kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E bersama dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dimana
awalnya berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat
Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei
2020 kemudian dilakukan pengalihan kepada PT Kartika Berkas Bersama
dengan direkturnya saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E lewat Surat
Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 28/VI1/2020 tanggal
26 Juni 2020 dan yang kemudian saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E
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bersama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E tetap melakukan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung
Kasau yang kemudian dijual untuk proyek pembangunan jalan Tol Indrapura-
Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung yang dilaksanakan oleh PT
PP Presisi, PT Waskita dan PT Hutama Karya melalui vendor-vendor.

Kemudian untuk melanjutkan pekerjaan pengerukan tanah dilahan HGU PT
Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tersebut terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-
RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020
dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika
Berkah Bersama untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan yang terdiri
dari menumbang pohon kelapa sawit lama/ tua, melakukan pekerjaan Eradikasi
terhadap tanah dan sisa tanaman kelapa sawit dengan mengikis tanah bagian
atas (top soil) untuk digunakan sebagai bahan timbunan atau penutup yang
akan dimasukkan bersamaan dengan batang tanaman lama, menggali dan
membuang tanah sedalam * 1 (satu) meter di bawah top soil untuk
membersihkan dari spora Ganoderma sehingga tanaman keapa sawit yang
ditanam ulang (replanting) dengan sistem Big Hole tidak terserang atau tertular
penyakit Ganoderma, menggali tanah sebagai tempat pembuangan tanah dan
sisa tanaman lama/ tua dengan ukuran dari dasar tanah sedalam + 2,8 meter,
lebar 1,8 meter dan panjang * 18 meter, mengerjakan penimbunan untuk
menutup batang kelapa sawit tua yang bertujuan untuk menjadikan kondisi an-
aerob dengan cara dibenamkan ke dalam tanah/ lubang pada tempat
sebagaimana tersebut diatas, meratakan bukit atau gelombang bekas tanaman
kelapa sawit untuk kemudian melakukan pekerjaan tanam kelapa sawit ulang
(replanting) dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang
berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan
tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata. Bahwa kegiatan yang
dilakukan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama dengan saksi
FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah
Bersama melakukan pengerukkan tanah di lahan HGU Perkebunan PT
Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dijual
melalui vendor-vendor dalam pembangunan jalan tol Indrapura — Kisaran.
Bahwa meskipun Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian
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Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah
antara terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku direktur PT Perkebunan
Sumatera Utara dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur
Utama PT Kartika Berkah Bersama akan tetapi pelaksanaan pengerukan tanah
dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dijual
untuk pembangunan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala
Tanjung dilakukan dan dikerjakan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E bersama dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur
Utama PT Kartika Berkah Bersama.

Bahwa jumlah volume tanah yang dikeruk dan dijual sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli
2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-
RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Blok Luas Kegiatan Rata-rata Volume Toleransi Volume
Eradikasi Tinggi Tanah Kehilangan Tanah yang
Ha Meter (Meter) (M3) (%) Hilang (M3)

3 35,58 | 355.800 2,85 | 1.015.611 0% 1.015.611
8 6,50 65.000 1,32 85.872 0% 85.872
4 28,43 | 284.300 1,86 529.114 0% 529.114
5 18,11 | 181.100 1,76 319.189 0% 319.189

TOTAL 1.949.786

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA  selaku direktur PT
Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan dan saksi FEBRIAN MORISDIAK
BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung
Kasau adalah perbuatan melawan hukum, vyaitu bertentangan dengan

ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor:
40/Dir/KPTS/PT-PSU/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pengadaan.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara sesuai
dengan Akte Notaris Risna Rahmi Anifa, SH Nomor 06 tanggal 20
Nopember 2019.

3. Undang-Undang No.22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian
perubahan Undang-Undang No0.39/2014.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan

Tanaman.
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Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku direktur
PT Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE'E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan dan saksi FEBRIAN MORISDIAK
BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung
Kasau dengan dalih sebagai kegiatan Eradikasi telah menimbulkan kerugian
pada PT Perkebunan Sumatera Utara yang merupakan Badan Usaha Milik
Daerah sehingga menjadi kerugian keuangan daerah sesuai dengan
penghitungan nilai kerugian oleh kantor jasa akuntasi AZHAR MAKSUM &
REKAN sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 007/LHP-JL/AMR-
KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan rinciannya sebagai berikut :

Volume Harga Tanah Nilai Kerugian
No SPK Tanah yang | rata-rata per (Rp)
Hilang (M3) M3 (Rp)
1 | 920/DIR-RU/SPK/PT- 743.832 17.500,- 13.017.054.167,-
PSU/19 tanggal 11 Juli
2019
2 | 424/DIR-RU/SPK/PT- 286.475 17.500,- 5.013.305.252,-
PSU/2020 Tanggal 2
April 2020
3 | 752/DIR-RU/SPK/PT- 1.949.786 17.500,- 34.121.258.403,-
PSU/2020 Tanggal 8
Juli 2020
2.980.092 52.151.617.822,-

Dimana penghitungan kerugian adalah dengan metode Nilai tanah yang diambil
dari kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara
Tanjung Kasau Kabupaten Batubara yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai
dengan 2020 jika dikonversi kesatuan mata uang rupiah dengan menggunakan
harga rata-rata tanah senilai Rp17.500,- (Tujuh belasribu lima ratus rupiah) per
meter kubiknya dikali total tanah yang dikeruk 2.980.092 meter kubik menjadi
sebesar Rp.52.151.617.822,- (Lima puluh dua milyar seratus lima puluh satu
juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Nilai kerugian Negara bersih diambil dari nilai tanah yang diambil nilai
kerugian yang terjadi yakni sebesar Rp52.151.617.822,-(Lima puluh dua milyar
seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh
dua rupiah) dikurangi dengan nilai kompensasi yang telah diterima dan masuk
kedalam laporan keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara yakni sebesar
Rp1.710.004.000,- (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah),
sehingga diperoleh nilai sebesar Rp50.441.613.822,-Lima puluh milyar empat

ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua
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rupiah) yang menjadi kerugian bersih negara atas kegiatan Eradikasi Lahan
Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten
Batubara Tahun 2019 s.d 2020 Milik Negara (Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara) sebesar Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar empat ratus empat
puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
Bahwa dari total kerugian sebesar Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar
empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua
puluh dua rupiah) telah memperkaya diri sendiri dari saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E, karena uang
hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara di kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara tidak masuk kekas PT
Perkebunan Sumatera Utara, tetapi telah dinikmati oleh saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E.

Bahwa cara pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE'E dari hasil penjualan tanah
yang dikeruk dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung
Kasau Kab. Batubara disamping pembayaran secara tunai, ada sebagian yang
ditransfer melalu rekening milik dari saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E
yaitu Rekening Nomor : 10-50013911312 pada Bank Mandiri atas nama Kop
Primkopad Babinminvetcad-DAM |-BB yang diduga dibuka oleh Sahat Tua
Bate’e diluar rekening resmi Kop Primkopad Babinminvetcad-DAM I-BB yang
sudah ada untuk dijadikan tempat penampungan dan penerimaan hasil
penjualan tanah yang dikeruk di lahan PT PSU unit Kebun Tanjung Kasau Kab.
Batubara, rekening Bank BCA atas nama Sahat Tua Bate’e nomor rekening
4670078022 dan juga kerekening saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE'E vyaitu
Bank Mandiri Nomor Rekening 1050011667577 dan Bank BCA Nomor rekening
7985172498.

Bahwa untuk proses penjualan tanah keruk dari lahan HGU PT Perkebunan
Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau Batubara, saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE'E bekerjasama dengan
saksi Safriani Chaniago dan saksi Junaidi Syahputra yang bertugas mencari
para vendor yang akan menjadi perantara dalam penjualan tanah yang dikeruk
dari lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun tanjung kasau Batubara.
Bahwa pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E dari saksi Sutan Indra Muda Lubis melalui transfer diantaranya adalah

sebagai berikut :
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No. | Tanggal beli klg'pb:dlg No. Rekening Jumlah uang K:jabr:l;?f'
1. 01/07/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
2. 18/07/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
3. 25/07/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-I/BB
4, 30/07/2019 | Letkol Inf | Bank MandiriRek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
5. 01/08/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
6. 20/12/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
7. 30/12/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
8. 07/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | Rp.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
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9. 10/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | Rp.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
10. | 13/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
11. | 15/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
12. | 20/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
13. | 24/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-I/BB
14. | 29/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
15. | 08/02/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
16. | 12/02/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
17. | 17/02/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
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an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB

18 | 24/02/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
19. | 25/02/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
20. | 28/02/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-I/BB
21. | 04/03/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate'e 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-I/BB
22 | 05/03/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
23 | 12/03/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri Rek | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | No :
Tua Bate’e | 1050013911312
an. Kop
Primkopad
Babinminvetcadd
am-1/BB
JUMLAH Rp.5.125.000.000 | 410.000
M3

Kemudian yang diterima oleh saksi Letkol Pur Sahat Tua Bate’e melalu transfer
oleh saksi MISRAN ANGKASA diantaranya adalah sebagai berikut :

No | Tanggal beli kglpt:!d“a No. Rekening Jumlah uang K:Jabr:gzs"
1. | 17/07/2019 | KCP Bank Mandiri Rek | RP.100.000.000,- | 6666.66
Primkopad | No : 1050013911312 &
Babinmin- an. Kop Primkopad
vetcad Babinmin
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2. 31/08/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | RP.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
3. 07/09/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
4, 16/09/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
5. 18/09/201 Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
6. 23/09/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
7. 12/10/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. VK
Sahat Tua Batee
8. 17/10/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- | 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
9. 31/10/2019 | Sahat Tua | Bank BCARek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
10. | 05/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
11. | 08/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
12. | 11/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
13. | 14/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
14. | 20/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
15. | 21/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
16. | 27/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
17. | 28/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
18 | 29/11/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. VK
Sahat Tua Batee
19. | 02/12/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- | 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
20. | 03/12/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
21. | 10/12/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
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Sahat Tua Batee

22 |16/12/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
23 | 17/12/2019 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.100.000.000,- | 6666.66
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
24 | 30/12/2019 | Sahat Tua | Bank BCARek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
25 | 04/01/2020 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33
Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
26 | 08/01/2020 | Sahat Tua | Bank BCA Rek No : | Rp.50.000.000,- 3333.33

Bateé 4670078022 an. M3
Sahat Tua Batee
JUMLAH Rp.1.750.000.000 | 116.666,
66 M3

Sedangkan yang diterima oleh saksi Febrian Moris'diak Bate’'e melalui transfer

rekening melalui Safriani Chaniago adalah sebagai berikut :

No. | Tanggal beli | Ditransfer ke No. Rekening Jumlah uang
1. 03/01/2019 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.195.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.

Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
2. 21/06/2019 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.120.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.

Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
3. 15/12/2019 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 15.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.

Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
4, 17/12/2019 | Febrian Bank BCA Rek No :|RP.15.000.000,-
Morisdiak 7985172498 an. Febrian

Bate'e Morisdiak Bate'e
5. 29/12/2019 | Febrian Bank BCA Rek No :| RP.5.500.000,-
Morisdiak 7985172498 an. Febrian
Bate'e Morisdiak Bate'e
6. - Helena RP. 86.000.000,-
7. - Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
8. 31/12/2019 | Risma RP. 11.000.000,-
9. 02/01/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No :| RP.4.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
10. | 02/01/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 1.800.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
11. | 03/01/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No :| RP.110.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
12. | 16/01/2020 | Toni RP. 100.000.000,-
13. | 21/01/2020 | Helena RP. 16.000.000,-
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14. | 21/01/2020 | Toni RP. 120.000.000,-
15. | - Toni RP. 12.000.000,-
16. | 22/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.5.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
17. | 22/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No :| RP.5.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
18. | 23/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.5.500.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
19. | 25/02/2020 | Sahat Tua RP. 3.418.000,-
Bate'e
20. | 25/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
21. | 26/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
22. | 27/02/2020 | Herna Ayu RP. 5.000.000,-
23. | - Herna Ayu RP. 15.000.000,-
24. | 28/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.40.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
25. | 28/02/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
26. | 28/02/2020 | Herna Ayu RP. 10.000.000,-
27. | 08/03/2020 | Febrian Bank BCA Rek No RP. 9.000.000,-
Morisdiak 7985172498 an. Febrian
Bate'e Morisdiak Bate'e
28. | 09/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.500.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
29. | 10/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.2.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
30. | 17/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.21.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
31. | 17/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.21.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
32. | 18/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 15.750.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
33. | 18/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 15.750.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
34. | 20/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.42.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
35. | 20/03/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.42.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e
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36. | 04/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.20.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

37. | 04/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.20.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

38. | 04/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

39. | 04/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.50.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

40. | 04/04/2020 | Sahat Tua RP. 3.418.000,-
Bate'e

41. | 17/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

42. | 17/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 15.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

43. | 17/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.5.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

44, | 22/04/2020 | Toni - Rp. 500.000,-

45, | 27/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.41.200.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

46. | 27/04/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.41.200.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

47. | 29/04/2020 | Sahat Tua | - RP. 3.418.000,-
Bate’e

48. | 04/05/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.50.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

49. | 04/05/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 3.500.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

50. | 04/05/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.6.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

51. | 04/05/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.50.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

52. | 26/06/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.20.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

53. | 02/07/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.20.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

54. | 02/07/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

55. | 09/07/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 45.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

56. | 09/07/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.5.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
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Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

57. | 10/08/2010 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 34.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

58. | 18/08/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 189.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

59. | 21/08/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 8.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

60. | /08/2020 Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 6.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

61. | 28/09/2020 | Sahat Tua RP. 3.418.000,-
Bate'e

62. | 03/10/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP. 3.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

63. | 03/10/2020 | Febrian Bank Mandiri Rek No :| RP.2.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

64. | - Febrian Bank Mandiri Rek No : | RP.10.000.000,-
Morisdiak 1050011667577 an.
Bate'e Febrian Morisdiak Bate'e

JUMLAH RP.1.803.872.000,

Perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA tersebut sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan
(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair
Bahwa terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku direktur Utama PT

Perkebunan Sumatera Utara berdasasarkan atke Notaris nomor : 3 tanggal 7
Mei 2019 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH yang beralamat di Jalan Ramlan
Yatim Nomor 1 Medan bersama — sama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E serta saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E (masing-masing
disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juli tahun 2019
sampai dengan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam waktu pada
tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di lahan HGU Perkebunan
PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas | A Khusus

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU Rl No.46 Tahun 2009
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Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011
tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan) jo
Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
15/KMA/SK.HK2.2/1/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Untuk
Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan
Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau
Kabupaten Batubara tahun 2019-2020, baik sebagai pelaku, yang menyuruh
melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut:
Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara adalah perusahaan yang berbentuk
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
yang didirikan berdasarkan akte notaris Nomor 98 tanggal 29 Agustus 2005 oleh
Notaris Faridah Hanum, SH dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-14712HT.0101TH
2006 tanggal 18 Mei 2006.
Bahwa terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT
Perkebunan Sumatera Utara, sesuai dengan Akte Notaris Risna Rahmi Arifa,
SH Nomor : 6 tanggal 20 Nopember 2019 memiliki tugas dan kewenangan
sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan pengurusan perseroan.

b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk

penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain

c. Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili perseroan

didalam dan diluar pengadilan kepada direktur atau kepada seorang atau

kepada pegawai perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

d. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik megenenai pengurusan

maupun mengenai pemilikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
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anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan

perundang-undangan.
Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku
Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara setelah ditetapkan sebagai
Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara berkenalan dengan saksi Letkol Inf
Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan
dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan, dimana saksi Letkol Inf
Purn SAHAT TUA BATE’E dilokasi yang tidak jauh dari HGU PT Perkebunan
Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau memiliki quarry (lahan galian
pertambangan) sesuai dengan lIzin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor:
540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/X11/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang mana Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
adalah berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador
Kec. Sei Suka Kab. Batubara Prov. Sumut. Dari pertemuan tersebut, terdakwa
Ir. GAZALI ARIEF, MBA membuat kesepakatan dengan saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E berupa perjanjian untuk mengerjakan pembersihan lahan
bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara
Unit Kebun Tanjung Kasau. Lalu pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA bersama saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua Bate’e selaku
Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam |
— Bukit Barisan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No0.920/Dir-
RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 dimana dalam perjanjian tersebut
saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E mengerjakan pembersihan lahan
bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara
Unit Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara Provinsi
Sumatera Utara dengan luas + 60 Ha dengan rincian pekerjaan “Mencabut
tunggul batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan
ukuran 4 X 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman
masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk
membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah
dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah
bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata”.
Bahwa meskipun kegiatan sesuai dengan perjanjian adalah Mencabut tunggul

batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 X 3
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meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat,
meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat
tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan
tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah
bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata,
akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E atas sepengetahuan dan permintaan dari terdakwa Ir. GAZALI ARIEF,
MBA untuk dilakukan pengerukan tanah yang ada dilahan HGU PT
Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau sebagai kegiatan
eradikasi untuk membasmi hama Genodarma yang menyerang pokok kelapa
sawit. Dalam pengerukan tanah tersebut saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E mengajak saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E, dimana peran dari
saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku direktur PT Kartika Berkah
Bersama menyediakan perentalan alat berat yang merupakan milik dari saksi
FEBRIAN MORISDIAK BATE’E berupa ecavator sebanyak dua unit dan ikut
menjual tanah yang dikeruk tersebut. Bahwa disamping pekerjaan
sebagaimana dalam kontrak saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E
bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E atas kesepakatan dengan
terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA juga melakukan kegiatan eradikasi dengan
cara tanah yang ada dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun
Tanjung Kasau yang dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dijual untuk dijadikan
tanah timbun dalam rangka pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-
Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dengan cara saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E menjual kepada
pihak yang membangun jalan tol yaitu PT PP Presisi, PT Hutama Karya dan PT
Waskita melalui vendor-vendor. Untuk memenuhi persyaratan sebagai pemilik
quarry, saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer
Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit
Barisan menggunakan lIzin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/1755/DIS
PM PPTSP/5/X.1.b/XI11/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang tidak sesuai
dengan lokasi yang diberikan Izin Usaha Pertambangan dimaksud. Dimana Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XI1/2018
tanggal 11 Desember 2018 berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga
Planggiran Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara jadi bukan dilahan PT

Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau Batubara. Sehingga
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kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dilahan HGU
Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tidak
memiliki izin usaha pertambangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1
Pebruari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara yang menyebutkan “Usaha pertambangan dilakukan
berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK”.

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU perkebunan PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau di ketahui oleh terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA
dan atas permintaan dari terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA untuk dilakukan
kegiatan eradikasi yaitu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme
pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya
organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu, padahal belum ada
dilakukan penelitian apakah benar dilahan PT Perkebunan Sumatera Utara
kebun Tanjung Kasau ada hama ganoderma sehingga perlu tindakan eradikasi.
Terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA juga memerintahkan manejer kebun PT
Perkebunan Sumatera utara di kebun Tanjung Kasau yaitu saksi ARIF
DERMAWAN untuk tidak melarang saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E
bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E melakukan kegiatan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun
Tanjung Kasau, karena menurut terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA pengerukan
tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau
adalah bagian dari kegiatan eradikasi.

Bahwa meskipun pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E,
saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E bersama dengan terdakwa Ir. GAZALI
ARIEF, MBA untuk alasan kegiatan eradikasi, akan tetapi kegiatan yang
dilakukan adalah pengerukan tanah yang ternyata menjadi kegiatan merusak
lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau dan
kegiatan tersebut juga tidak ada izin sebab ddalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan tahun 2019 vyang dinotarialkan dalam akte notaris
nomor: 8 tanggal 28 Juni 2019 tidak ada kegiatan eradikasi. Kemudian kegiatan
eradikasi tersebut juga tidak mendapat persetujuan dari Komisaris sebagaimana
diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan

Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan akte notaris Alina
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Hanum Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2008 pasal 11 ayat (5) huruf e
Anggaran Dasar tentang kewajiban harus mendapat persetujuan dari Dewan
Komisaris apabila ada kerjasama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa,
kerja operasi dan perjanjian-perjanjian lain untuk jangka waktu tidak melebihi 5
tahun.

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun
Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E dan saksi
FEBRIAN MORISDIAK BATE’E bersama dengan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF,
MBA untuk alasan kegiatan eradikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada
pemegang saham dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara, sehingga
ketika Wakil Gubernur Sumatera Utara melakukan kunjungan sekira bulan
September 2019 ke kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara
melihat kondisi lahan dikeruk yang mengakibatkan tanah menjadi rusak,
sehingga secara lisan wakil Gubernur Sumatera Utara saksi Musa Rajekshah
memerintahkan  terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA untuk menghentikan
kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa atas perintah lisan dari Wakil Gubernur saksi Musa Rajekshah secara
lisan lalu terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA melalui Surat Nomor 1360/DIR-
RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 meminta kepada Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E, selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan yang menandatangani Surat
Perjanjian Kerja (SPK) N0.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019
untuk menghentikan kegiatan dan tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa meski telah dihentikan akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019,
terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA kembali menyurati dengan surat Nomor
1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan yang menandatangani Surat
Perjanjian Kerja (SPK) N0.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019
untuk melanjutkan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa benar kemudian saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama
dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E kembali melanjutkan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara yang dijual
untuk dijadikan tanah timbun dalam pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran,

Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung.
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Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No0.920/Dir-RU/SKP/PT-
PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 lokasi pengerukan tanah yang dijadikann
kegiatan eradiakasi di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun
Tanjung Kasau yang dilakukan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E
bersama saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E atas seizin dari terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA adalah sebagai berikut :

Blok Luas k(.agiayan Rata-rata | Volume Toleransi Volume
eradikasi Tinggi tanah kehilangan | tanah yang
Ha Meter (meter) (m3) (%) hilang (M3)
24 21,18 211.800 1,36 287.107 0% 287.107
14 17,00 170.000 1,79 304.300 0% 304.300
24 1,00 10.000 3,52 35.233 25% 26.425
20 3,50 35.000 1,40 49.000 0% 49.000
20 5,50 55.000 1,40 77.000 0% 77.000
TOTAL 743.832

Bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-
PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 tidak ada kesepakatan antara saksi Letkol Inf
Purn SAHAT TUA BATE’E dengan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA terhadap
tanah yang dikeruk dan dijual untuk proyek pembangunan jalan tol Tebing —
Indra Pura, jalan tol Indra Pura — Kuala Tanjung dan jalan tol Indra Pura —
Kisaran oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E atas permintaan dari
terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA yang kemudian oleh saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E di setorkan ke Kas/ Rekening PT Perkebunan Sumatera
Utara sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat

ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO. | Tanggal terima uang Jumlah uang Keterangan

1. |19 Juli 2019 Rp. 350.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 50.000 m3 X
Rp.7.000 m3

2. |29 Juli 2019 Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7.000 m3

3. | 30 Juli 2019 Rp. 140.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 20.000 m3 X Rp.
7.000 m3

4. | 01 Agustus 2019 Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7.000 M3

5. | 28 Agustus 2019 Rp. 100.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 14.285,71 m3 X
Rp. 7000 m3

6. | 09 September 2019 |Rp. 140.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 20.000 m3 X Rp.
7000 m3

7. | 24 September 2019 |Rp. 200.004.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 28.572 m3 X Rp.
7000 m3
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8. | 10 Januari 2020 3. Rp Disposal lahan kebun TJ Kasau
50.000.000,- dengan volume 10.000 m3 X Rp.
4.  Rp. 7000 m3
20.000.000,-
9. | 13 Januari 2020 Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7000 m3
10. | 17 Januari 2020 Rp. 120.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 17.142,85 m3 X
Rp. 7000 m3
11. | 21 Januari 2020 Rp 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7000 m3
12. | 04 Februari 2020 Rp. 100.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 14.285,71 m3 X
Rp. 7000 m3
13. | 13 Februari 2020 Rp. 70.000.000,- Disposal lahan kebun TJ Kasau
dengan volume 10.000 m3 X Rp.
7000 m3
15. | 18 Februari 2020 3. Rp Disposal lahan kebun TJ Kasau
50.000.000,- dengan volume 10.000 m3® X Rp.
4.  Rp. 7000 m3
20.000.000,-
16. | 06 Maret 2020 3. Rp. Disposal lahan kebun TJ Kasau
50.000.000,- dengan volume 10.000 m3 X Rp.
4.  Rp. 7000 m3
20.000.000,-
RP. 1.710.004.000,-
‘umlah (Satu miliar tujuh | Disposal lahan kebun TJ Kasau
J ratus sepuluh juta | dengan volume 244.286,27 m?3
empat ribu rupiah)

Bahwa sekira bulan April Tahun 2020 terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku
direktur PT Perkebunan Sumatera Utara kembali mengadakan kesepakatan
dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer
Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit
Barisan untuk lelang Penjualan Pohon Karet Tua dilahan HGU PT Perkebunan
Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau dan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA
menunjuk saksi Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate’e selaku Ketua Primkop Kartika
Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan) dan
selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. GAZALLI
ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan
saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi
Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan.
Sebagaimana isi dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 16 April 2020 adalah  saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua
Bate’e mengambil dan membeli Pohon Karet Tua Divisi TB Tahun Tanam 1999
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seluas 76,00 Ha di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung
Kasau dengan Jumlah Pohon Karet Besar 18.622 pohon, Pohon Karet Kecil
292 pohon dan Pohon Karet Kerdil 12 pohon, selanjutnya Surat Perjanjian
Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020
diaddendum pada tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor surat perjanjian yang
sama Yyaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /
2020 Tanggal 20 Mei 2020 dengan perubahan isi perjanjian diambil dan dibeli
oleh Pihak Il seluas 96,90 ha terletak di Divisi TB Tahun 1999 seluas 95 Ha dan
Devisi TK Tahun Tanam 1996 seluas 1,9 Ha di Kebun Tanjung Kasau
Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara dengan rincian Pohon Karet Besar
25.474 pohon, Pohon Karet Kecil 470 pohon dan Pohon Karet Kerdil 21 pohon.
Bahwa meskipun pekerjaan adalah penjualan pohon karet tua sebagaimana
Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April
2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :
424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020, kegiatan pengerukan
tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang
dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama dengan
saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dengan dalih eradikasi tetap dilakukan
dengan persetujuan dari terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA, padahal tanah yang
dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama
dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dijual kepada pihak pengelola
pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala
Tanjung yaitu PT PP Presisi, PT Waskita dan PT Hutama Karya melalui vendor-
vendor.

Bahwa volume tanah yang dikeruk dan dijual oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E bersama dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dengan
dalih eradikasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-
RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum
dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020
Tanggal 20 Mei 2020 rinciannya adalah sebagai berikut :

Luas Kegiatan . Volume
o9 Rata-rata Volume Toleransi
Eradikasi " - h Tanah
Blok Tinggi Tanah Kehilangan yang
0,
Ha Meter (Meter) (M3) (%) Hilang (M3)
25-26 6,29 62.932 1,78 111.767 0% 111.767
25-26 1,14 11.400 1,69 19.266 0% 19.266
25-26 1,43 14.336 1,57 22.441 0% 22.441
20 5,00 50.000 1,40 70.000 0% 70.000
19 4,50 45.000 1,40 63.000 0% 63.000
TOTAL 286.475
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Bahwa kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E bersama dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dimana
awalnya berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-
PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat
Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei
2020 kemudian dilakukan pengalihan kepada PT Kartika Berkas Bersama
dengan direkturnya saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E lewat Surat
Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 28/VI1/2020 tanggal
26 Juni 2020 dan yang kemudian saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E
bersama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E tetap melakukan
pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung
Kasau yang kemudian dijual untuk proyek pembangunan jalan tol Indrapura-
Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung yang dilaksanakan oleh PT
PP Presisi, PT Waskita dan PT Hutama Karya melalui vendor-vendor.

Kemudian untuk melanjutkan pekerjaan pengerukan tanah dilahan HGU PT
Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tersebut terdakwa Ir.
GAZALI ARIEF, MBA membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-
RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020
dengan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT
Kartika Berkah Bersama  untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan
yang terdiri dari menumbang pohon kelapa sawit lama/ tua, melakukan
pekerjaan Eradikasi terhadap tanah dan sisa tanaman kelapa sawit dengan
mengikis tanah bagian atas (top soil) untuk digunakan sebagai bahan timbunan
atau penutup yang akan dimasukkan bersamaan dengan batang tanaman lama,
menggali dan membuang tanah sedalam * 1 (satu) meter di bawah top soil
untuk membersihkan dari spora Ganoderma sehingga tanaman keapa sawit
yang ditanam ulang (replanting) dengan sistem Big Hole tidak terserang atau
tertular penyakit Ganoderma, menggali tanah sebagai tempat pembuangan
tanah dan sisa tanaman lama/ tua dengan ukuran dari dasar tanah sedalam +
2,8 meter, lebar 1,8 meter dan panjang + 18 meter, mengerjakan penimbunan
untuk menutup batang kelapa sawit tua yang bertujuan untuk menjadikan
kondisi an-aerob dengan cara dibenamkan ke dalam tanah/ lubang pada tempat
sebagaimana tersebut diatas, meratakan bukit atau gelombang bekas tanaman

kelapa sawit untuk kemudian melakukan pekerjaan tanam kelapa sawit ulang
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(replanting) dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang
berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan
tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata. Bahwa kegiatan yang
dilakukan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama dengan saksi
FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah
Bersama melakukan pengerukkan tanah di lahan HGU Perkebunan PT
Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dijual
melalui vendor-vendor dalam pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran,
Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung. Bahwa meskipun Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang
diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-
PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah antara terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA
selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara dengan saksi FEBRIAN
MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama akan
tetapi pelaksanaan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara kebun Tanjung Kasau yang dijual untuk pembangunan tol tol Indrapura-
Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dilakukan dan dikerjakan
oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE’E bersama dengan saksi
FEBRIAN MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah
Bersama.

Bahwa jumlah volume tanah yang dikeruk dan dijual sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli
2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-
RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Blok Luas Kegiatan Rata- Volume Toleransi Volume
Eradikasi rata Tanah (M3) | Kehilangan Tanah
Ha Meter Tinggi (%) yang

(Meter) Hilang (M3)
3 35,58 355.800 2,85 1.015.611 0% 1.015.611
8 6,50 65.000 1,32 85.872 0% 85.872
4 28,43 284.300 1,86 529.114 0% 529.114
5 18,11 181.100 1,76 319.189 0% 319.189
TOTAL 1.949.786

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT
Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran
Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan dan saksi FEBRIAN MORISDIAK
BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan

pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung
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Kasau adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor:

40/Dir/[KPTS/PT-PSU/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pengadaan.

2. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara sesuai

dengan Akte Notaris Risna Rahmi Anifa, SH Nomor 06 tanggal 20

Nopember 2019.

3. Undang-Undang No.22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian

perubahan Undang-Undang No0.39/2014.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan

Tanaman.
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur
Utama PT Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan
Veteran Babinminvetcad Kodam | — Bukit Barisan dan saksi FEBRIAN
MORISDIAK BATE’E selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang
melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara
kebun Tanjung Kasau telah menimbulkan kerugian pada PT Perkebunan
Sumatera Utara yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah sehingga menjadi
kerugian keuangan daerah sesuai dengan penghitungan nilai kerugian oleh
kantor jasa akuntasi AZHAR MAKSUM & REKAN sesuai dengan laporan hasil
pemeriksaan Nomor : 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023

dengan rinciannya sebagai berikut :

Disclaimer
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Volume Ha':ga ilai .
No SPK Tanah yang Tanah rata- Nilai Kerugian
Hilang (M3) rata per M3 (Rp)
(Rp)
1 920/DIR-RU/SPK/PT- 743.832 17.500,- 13.017.054.167,-
PSU/19 tanggal 11 Juli
2019
2 | 424/DIR-RU/SPK/PT- 286.475 17.500,- 5.013.305.252,-
PSU/2020 Tanggal 2 April
2020
3 752/DIR-RU/SPK/PT- 1.949.786 17.500,- 34.121.258.403,-
PSU/2020 Tanggal 8 Juli
2020
2.980.092 52.151.617.822,-

Dimana penghitungan kerugian adalah dengan metode Nilai tanah yang diambil
dari kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara

Tanjung Kasau Kabupaten Batubara yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai
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dengan 2020 jika dikonversi kesatuan mata uang rupiah dengan menggunakan
harga rata-rata tanah senilai Rp17.500,-(Tujuh belasribu lima ratus rupiah) per
meter kubiknya dikali total tanah yang dikeruk 2.980.092 meter kubik menjadi
sebesar Rp.52.151.617.822,- (Lima puluh dua milyarseratus lima puluh satu juta
enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Nilai kerugian Negara bersih dari nilai tanah yang diambil yakni sebesar
Rp.52.151.617.822,-(Lima puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta enam
ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi dengan
nilai kompensasi yang telah diterima dan masuk kedalam laporan keuangan PT
Perkebunan Sumatera Utara yakni sebesar Rpl1.710.004.000,- (Satu milyar
tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah), sehingga diperoleh nilai sebesar
Rp50.441.613.822,-Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus
tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang menjadi
kerugianbersih negara atas kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT
Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Tahun 2019
s.d 2020 Milik Negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) sebesar
Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam
ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa dari total kerugian sebesar Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar
empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua
puluh dua rupiah) telah menguntungkan diri sendiri dari saksi Letkol Inf Purn
SAHAT TUA BATE’E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E, karena uang
hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera
Utara di kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara tidak masuk kekas PT
Perkebunan Sumatera Utara, tetapi telah dinikmati oleh Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE’E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE'E.

Bahwa cara pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE’E dari hasil penjualan tanah
yang dikeruk dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung
Kasau Kab. Batubara disamping pembayaran secara tunai, ada sebagian yang
ditransfer melalu rekening milik dari saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E
yaitu Rekening Nomor : 10-50013911312 pada Bank Mandiri atas nama Kop
Primkopad Babinminvetcad-DAM |-BB yang diduga dibuka oleh Sahat Tua
Bate’e diluar rekening resmi Kop Primkopad Babinminvetcad-DAM I-BB yang
sudah ada untuk dijadikan tempat penampungan dan penerimaan hasil

penjualan tanah yang dikeruk di lahan PT PSU unit Kebun Tanjung Kasau Kab.
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Batubara, rekening Bank BCA atas nama Sahat Tua Bate’e nomor rekening
4670078022 dan juga kerekening saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE'E yaitu
Bank Mandiri Nomor Rekening 1050011667577 dan Bank BCA Nomor rekening
7985172498.

Bahwa untuk proses penjualan tanah keruk dari lahan HGU PT Perkebunan
Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau Batubara, saksi Letkol Inf Purn SAHAT
TUA BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIAK BATE'E bekerjasama dengan
saksi Safriani Chaniago dan saksi Junaidi Syahputra yang bertugas mencari
para vendor yang akan menjadi perantara dalam penjualan tanah yang dikeruk
dari lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun tanjung kasau Batubara.
Bahwa pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA
BATE’E dari saksi Sutan Indra Muda Lubis melalui transfer diantaranya adalah

sebagai berikut :

Kubikasi
tanah
1. 01/07/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | Rek No :
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
2. 18/07/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn  Sahat | Rek No
Tua Bate’e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
3. 25/07/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn  Sahat | Rek No
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
4, 30/07/2019 | Letkol Inf | Bank RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | MandiriRek No
Tua Bate'e :

No. | Tanggal beli | Dibeli kepada | No. Rekening Jumlah uang

105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
5. 01/08/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn  Sahat | Rek No
Tua Bate'’e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
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6. 20/12/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn  Sahat | Rek No :
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
7. 30/12/2019 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn  Sahat | Rek No :
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
8. 07/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri | Rp.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn Sahat | Rek No
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
9. 10/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri | Rp.125.000.000,- | 10.000 M3
Purn  Sahat | Rek No :
Tua Bate'’e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
10. | 13/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | Rek No
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
11. | 15/01/2020 | Letkol Inf | Bank Mandiri | RP.250.000.000,- | 20.000 M3
Purn Sahat | Rek No :
Tua Bate'e 105001391131
2 an. Kop
Primkopad
Babinminvetca
ddam-I/BB
12. | 20/01/2020